
ii SALINAN 

BUPATI SAMBAS 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 1 1  TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NO. 73 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Kalimantan 

Barat Nomor 133/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan 
Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 
kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nom0r 9) Sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di KaJimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tntang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856]; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
17 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

1 1  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NOmor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165] ;  



13.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 004 1) ;  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjamana Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nom0r 2); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, clan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4 3 1 ) ;  

2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 
56); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7); 



24. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Sambas Tahun 2024 Nomor 28); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 73 TAHUN 2023 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 
2024. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah 

Rp 2.140.697.526.142,00 
Rp 6.600.000.000,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 2.147.297.526.142,00 
2. Belanja 

Belanja Operasi 

a. Semula Rp 1.523.971.561.436,00 
b. Berkurang Rp (24,494,666.513,00) 

Jumlah Belanja Operasi Sctclah Pcrubahan Rp l.499.476.894.923,00 
Belanja Modal 
a. Semula 
b. Bertambah 

Rp 
Rp 

372.145.214.026,00 
36.294.666.513,00 

0,00 
295.231.334.106,00 Rp 

Rp 

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp 408.439.880.539,00 
Belanja Tidak Terduga 
a. Semula Rp 7 .500.000.000,00 
b. Berkurang Rp (5.200.000.000,00) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Rp 2.300.000.000,00 
Perubahan 

Belanja Transfer 
a. Semula 
b. Bertambah 



290.150.583.426,00 Rp 

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 295.231.334.106,00 
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 2.205.448.109.568,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

1. Semula 

232.000.000.000,00 

0,00 

2. Bertambah Rp 0,00 
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 290.150.583.426,00 

b. Pengeluaran 
1 .  Semula Rp 

2. Bertambah Rp 
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 
Sisa Lcbih Pembiayaan Anggaran Tahun 
Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan 

Rp 
Rp 
Rp 

232.000.000.000,00 

58.150.583.426,00 
0,00 

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai 
berikut: 

Kode Organisasi OPD 

1.01 .2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 
1.03.0.00.0.00.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
1 .05.0.00.0.00.01 Satuan Palisi Pamong Praja 
1.05.0.00.0 .00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
1 .06.2.13.0.00.05 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

2.09.3.27 .0.00.02 Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

2 . 1 1.  1.03. 1.04.04 Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan 
Lingkungan Hidup 

2 .15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 
2 .16 .2 .20 .2 .21 .01  Dinas Komunikasi Dan Informatika 

2.19.3.26.0.00.02 Dinas Pariwisata,Kepemudaan Dan Olahraga 

2.23.2.24.0.00.02 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Dacrah 
3.25.3.27.0.00.02 Dinas Perikanan, Petcrnakan Dan Keschatan Hewan 
4.01.5.06.0.00.01 Sekretariat Daerah 
4.02.0.00.0.00.01 Sckretariat DPRD 

5.02.0.00.0.00.02 Badan Keuangan Daerah 

5 .03.5 .04.0.00.01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aparatur Daerah 

7 .01 .0 .00.0.00.04 Kantor Camat Tebas 

7 .01 .0.00.0.00.19 Kantor Camat Salatiga 
8.01.0.00.0 . 0 0 . 0 2  Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan 

Masyarakat 



3. Ketentuan dalam lampiran I, 11, Illa, lllb, dan IVa diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I, 11, Illa, lllb, dan !Va yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 1 2  Februari 2024 

BUPATI SAMBAS, 

ttd. 

SATONO 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 12 Februari 2024 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, 

ttd. 

FERY MADAGASKAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 30 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

• S.H. 

NIP. 19780506 200502 1 004 


